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PERATURAN DESA JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

l‘l"Wl'll;l,/l\“%?f\N BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
(EWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
li(-raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa, maka perlu menyusun dan menetapkan
Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

3. Peraturan Menteri Dal

tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

am Negeri Nomor 44 Tahun 2016

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBI
dan
KEPALA DESA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA  JAMBI  TENTANG KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

BERSKALA DESA.
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ARVAN!
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peyy ‘
{ raturan Desa int yang dimaksud dengan

10.

Desy p .
vadalah Kesatuan masyvarakat hukum yvang memilikn batas

wilayg ' e
ah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul, dan/atau
:"i»‘::w::::,il;“mml \'nng'di.-\lun dan dihormati dalam sistem
‘ ntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
| mnvn‘nmhun Desa  adalah  penvelenggaraan
pf‘l\lt‘l'll\(;\hﬂh dan kepentingan masvarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yvang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagal unsur

urusan

penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungst pemerintahan vang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan
lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yvang ditugasklan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara vang diperuntukan bagi desa
ansfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayvatl
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

yang ditr

desa.
Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
Pemerintah Desa.

Kegiatan Desa adalah bagian dari program desa yang
dilaksanakan oleh perangkat desa dengan mengerahkan
sumber daya manusia, Peralatan, dana sebagai masukkan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
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JENIS KEWENANGAN DILSA
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(1 Jdenis Kewenanpan Desa meliputi

0 |\1‘\u'nnnwm berdasarkan hal asal unul,

b Kewenangan lokal berskala desn,

¢ Kewenangan vang  ditugaskan  oleh  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Knhupaten,
dan

d. Kewenangan lain vang  ditugaskan oleh  Pemenmntah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang
undangan.

(2) Rincian  kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Desa ini.

(3) Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran il
Peraturan Desa ini.

BAB 111
PENYELENGGARA KEWENANGAN DESA

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa adalah penyelenggara utama kewenangan
desa.

(2) Dalam menyelenggarakan kewenangan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dibantu oleh
lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa
lainnya.

(3) BPD menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
PENDANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB
Desa.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain
didanai oleh APB Desa juga dapat didanai oleh Anggaran
pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan

(2)

Belanja
Belanja Daerah Kabupaten.
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